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ABSTRAK
Nama Penyusun : Siti Zainab Yanlua
Nim : 10500110100
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur
Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di
Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara
Nomor: 387/Pid. B/2009/PN. Makassar).
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana
Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 387/Pid.
B/2009/PN. Makassar). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana
perkosaan yang terjadi dan aparat Hukum dalam hal ini masih berjalan tidak
efesien dan efektif. Sehingga perlu diketahui, faktor apa saja yang dapat
menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan Upaya-upaya apa saja yang
dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana perkosaan
tersebut.
Tinjauan umun perkosaan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang
lingkupnya, pengertian perkosaan, kekerasan terhadap perempuan, tinjauan
hukum tentang tindak pidana perkosaan,  dan tinjauan hukum islam tentang tindak
pidana perkosaan.
Metode pendekatan yang dipakai penulis yaitu yuridis empiris, meninjau
masalah yang diteliti dari segi hukum serta melihat dan mengaitkan dengan
kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban
atas permasalahan yang ada, bahwa tindak pidana perkosaan sekarang ini masih
masih banyak yang terjadi dan semakin berkembang.
Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perkosaan yaitu
faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Dalam kasus tersebut
dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar yaitu menurut
KUHP dan KUHAP, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU
No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penerapan Sanksi
Pidana yang dilakukan aparat hukum untuk mengatasi terjadinya perkosaan yaitu:
1. Penanggulangan secara Preventif: upaya pencegahan, penangkalan,
pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. 2. Penanggulangan secara Represif:
menangani atau memproses tindak pidana perkosaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan cara penanganan yang cepat dan tepat
dari aparat penegak hukum dan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan
penghukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan.
Penutup menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yaitu faktor-
faktor penyebab terjadinya perkosaan antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga,





Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap
kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus
berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat. Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur
pembentukan negara,1 yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan
dari sebuah komuniti (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik
dan terikat oleh Kesatuan Wilayah.2
Komuniti atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing
anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena
adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-
kepentingannya.
Berdasarkan informasi berbagai mass media, baik media cetak maupun
elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya
kecenderungan untuk terus meningkat.Berbagai usaha untuk menghapuskan
kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha
tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.
1 Boer Mauna, Hukum Internasional:Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global,
(PT. Alumni, Bandung,  2001), h. 17.
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar,  (Rajawali Pers, Edisi Baru IV, Jakarta
1990) , h. 129.
2Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan
masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan,
pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat
terutama bagi kaum perempuan.Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh
anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis
yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan
yang di berikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus
baangsa (undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), oleh karena itu
anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik,mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.
Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku
anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti
pemerkosaan,pencabulan, pencurian, perkelahian anat pelajar dan lain-lain sehingga
anak berhadapan dengan proses hukum yang samaa dengan orang dewasa.
Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa,
tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.
Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat
perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi
tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini
sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik
yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan
3selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh
dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota
besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya,
tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat
istiadat.
Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini,
banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.
Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap
penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian
misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran
orang lain.
Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke
Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang
maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUH  Pidana) BAB XIV tentang Kejahatan
Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak
pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
pernikahan, diancam   belas tahun”.
Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu
usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan
atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat
4dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”3.
Sementara itu, Hukum Islam mengatur pula hal-hal yang berkaitan dengan
kasus pemerkosaan yang meliputi:
1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.4
Terhadap penanganan kasus perkosaan berdasarkan hukum Islam tersebut di
atas, maka dalam hal ini pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat yaitu :
dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, misalnya: dipotong
tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan
penjara. Penentuan  pilihan hukuman tersebut dapat diputuskan oleh hakim jika
dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat,
sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.
Pemerkosaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak
kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul,
perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (kemenakan) atau
perempuan yang serumah dengannya,  sehingga muncullah berbagai istilah marital
rape, sexual abuse dan incest5, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak
kekerasan terhadap perempuan.
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ( Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002), h. 1-2.
4 Wiwiek Setyawati, Wanita dan Konflik Bersenjata. Dalam Achie Sudiarti Luhulima,
Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif
Pemecahannya,(Jakarta: PT. Alumni, 2000), h.164.
5 Dedah Jubaedah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Persfektif Agama (Islam). Dalam
M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung, PT. Refika
Aditama, 2010) h. 107.
5Bagi seorang perempuan muslim yang bersetubuh atau berbuat zina karena
diperkosa, tidak ada hukuman Hadd baginya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah





"Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang Dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”6
Demikian ayat tersebut di atas menjelaskan Barangsiapa dalam keadaan terpaksa
sedang dia tidak mengingikannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai pemerkosaan yang terjadi
karena terpaksa yang dilakukan dengan kekuatan dan atau dengan mengancam
korban. bahwasanya tidak ada hukuman dan tidak pula ada dosa bagi perempuan
yang diperkosa.
Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi jika secara
hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian,
perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak
dapat dipersalahkan.
Terhadap penanganan kasus perkosaan, terdapat beberapa hal yang harus
mendapat perhatian (misalnya berat ringannya hukuman dan rehabilitasi korban
6 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (CV. Pustaka Agung Harapan,
2006), h. 32 .
6perkosaan) , sebab kasus pemerkosaan tidak hanya sekedar menjadi permasalahan
kriminalitas semata, akan tetapi meliputi pula aspek sosiologis dan aspek psikologis
(terutama bagi korban). Dapat dilihat, bahwa terdapat kasus-kasus perkosaan tidak
dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan
karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang
menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah
diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut
kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari
para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk
mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
Upaya perekayasaan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya
merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era
Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan
penyusunan suatu sistem hukum (Pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan
KUH  Pidana Nasional (di bawah judul: Tindak pidana Terhadap Perbuatan
Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun
namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan
jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus
terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi7. Faktor korban berperan
penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini
memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya
kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan
7 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Mandar Maju,
Bandung, 1995), h. 106
7perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan
dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses
pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa
dirinya.
Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau
ganti rugi terhadap pihak terPidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum
Pidana Positif Indonesia diatur dalam8:
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH  Pidana)  secara implisit,
ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUH  Pidana telah memberi perlindungan
terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:
“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan
Pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang di
Pidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat
khusus bahwa orang yang di Pidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi
karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan
ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”
Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUH
Pidana, hakim dapat menjatuhkan Pidana dengan menetapkan syarat khusus
kepada terPidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan
kepada korban.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III
Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana
8 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, (Djambatan,
Jakarta, 2004), h. 135-144.
8korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya
sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan Pidana,




Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana
perkosaan baik melalui proses peradilan Pidana maupun melalui sarana kepedulian
sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam
kebijakan hukum Pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.
Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang
hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan
sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak
nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada
Pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
maka Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak
berlaku, jadi pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang
No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi
dan mengayomi anak agar dapat menyongsong massa depannya yang masih panjang.
Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi
penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul
9“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam
Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi
Putusan Nomor:  387/Pid. B/2009/PN. Makassar) ”.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana
perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan
yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus
yang menimpanya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda
dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam
proses untuk mencari keadilan itu sendiri.
Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pindana
pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak
pidana pemerkosaan terkait putusan perkara nomor 387 tahun 2009 di
Pengadilan Negeri Makassar ?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definifi Operasional
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah tekhnis yang terkandung dalam
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai
variable yaitu sebagai berikut:
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Menurut Muljatno, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenai hukuman pidana dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya
maupun yang menimbulkan akibat.9 Tindak pidana dalam penelitian ini adalah setiap
tindakan seorang terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran KUHP yang
terjadi di Jl. Bonto Kapette Barombong.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa”
yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan
kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan
pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar
dengan kekerasan.10 Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan
pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap
perempuan yang terjadi di Jl. Bonto Kapette Barombong.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini penulis hanya terbatas pada lingkup Pengadilan Negeri
Makassar sebagai sasaran utama untuk memperoleh data dan informasi penting
terkait rumusan masalah yang telah penulis siapkan. Sesuai judul yang telah ada maka
fokus utama penulis adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur
Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar Studi
Putusan Nomor perkara 387 tahun 2009 di PN. Makassar
D. Kajian Pustaka
Kajian umum terhadap pokok pembahasan dalam skripsi ini mengacu pada
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukun Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2003), h. 59.
10 M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi.
Dalam M. Munandar Sulaeman, Sitti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2010), h. 28.
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beberapa referensi buku yang dianggap bermanfaat sebagaimana wacana yang
diangkat didalamnya dan sesuai dengan teori-teori yang dikategorikan perlu untuk
memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini.
1. Tindak pidana
Ilmu hukum Pidana mengenal istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda
yaitu “strafbaarfeit” atau kadang-kadang disebut sebagai “delict” (delik). Para pakar
di bidang hukumpun masih terdapat perbedaan mengenai pengertian “strafbaarfeit”
ini, antara lain:
a. Moeljatno ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” 11
b. Roslan Saleh menerjemahkannya dengan istilah “sifat melawan hukum
dari pada perbuatan Pidana”.12
c. Utrecht menerjemahkannya dengan istilah “peristiwa hukum”.13
d. Soedarto menggunakan istilah “tindak pidana”, dengan alasan sudah
mempunyai penilaian sosial (sosiologiche gelding) dan ternyata dalam
perundang-undangan Pidana di Indonesia, telah dipakai istilah tindak
pidana tersebut. Karena itu untuk sementara sambil menunggu
terbentuknya hukum Pidana nasional, digunakan istilah “tindak pidana”
untuk mengganti istilah “straafbaarfeit” .14
11 Leden  Marpaung, Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
h. 7.
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) , h. 111.
13 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 111.
14 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 112.
15 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, h. 112.
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e. Wirjono Prodjodikoro merumuskan definisi pendek, yakni tindak pidana
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Pidana.
Moeljatno memberikan arti “perbuatan Pidana”, sebagai perbuatan yang
diancam dengan Pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
Untuk adanya perbuatan Pidana harus ada unsur-unsur :
a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 15
2. Pengertian Tindak pidana Perkosaan
Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
adalah:
“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, diPidana
dengan Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa”
yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan
kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan
pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar
dengan kekerasan.16
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:
16 M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, h. 28.
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a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa
persetujuannya.
b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita
yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/
kehendak wanita yang bersangkutan.
c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap
seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan
ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lannya.
Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi
atas:
a. Seductive rape
Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan
ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di
antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman,
atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat
berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.
b. Sadistic rape
Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat
kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan
yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalianya.
c. Anger rape
Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan
jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan
merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.
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d. Domination rape
Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban.
Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin
menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada
dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh
majikan terhadap pembantunya.
e. Exploitation rape.
Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku,
baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan
fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan
oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada
keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari
pekerjaannya.17
Rumusan pada Pasal 285 KUH Pidana menyebutkan bahwa:
“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, diPidana
dengan Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”
Mencermati dari Pasal 285 KUH Pidana diatas, diketahui bahwa perkosaan
(pemerkosaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”. Tindak pidana
pada Pasal 285 KUH Pidana ini mirip dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 289 KUH Pidana yang dirumuskan sebagai: “Dengan kekerasan atau
ancaman kekerasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang
17Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual
,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 46-47.
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kehormatan kesusilaan dengan Pidana penjara paling lama 9 tahun”. Perbuatan yang
dipaksakan dalam pasal 289 itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung
pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai
pengertian khusus.
Kedua tindak pidana tersebut mempunyai beberapa perbedaan pengertian,
yaitu :
a. “Perkosaan untuk bersetubuh” yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita,
sedangkan “perkosaan untuk cabul” pada Pasal 289 KUH Pidana juga
dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
b. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan,
sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk
bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” juga dapat dilakukan di
dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya
untuk cabul, atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul. Delik ini
adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan
tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang
dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan ia di luar perkawinan. Pasal 285 KUH Pidana
mengatur mengenai Tindak pidana Perkosaan secara umum. Dalam pasal
tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan Pidana penjara
selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui
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bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-
undangan di Indonesia (KUH Pidana) adalah perbuatan memaksa
seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan
kekerasan dan ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa
mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada
wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya
akan menyebabkan kasakitan hebat pada wanita itu.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan di dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana
pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait putusan PN
Makassar No. Perkara 387/Pid. B/2009/PN Makassar.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum mengenai penerapan
hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak
dibawah umur pada Pengadilan Negeri Makassar.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum




A. Tindak Pidana Pemerkosaan
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa”
yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan
kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan
pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar
dengan kekerasan.1 Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan
pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap
perempuan yang terjadi di Kab. Gowa.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:
1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa
persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang
dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak
wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang
wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika
wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.
1 M. Munandar Sulaeman,  Kekerasan terhadap Perempuan,Bandung: PT Refika Aditama,
2010,  h. 28
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang
melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait
dengan hubungan seksual, yang di lakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal
tersebut menurut abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan
hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.2 Beberapa pendapat
mengenai pengertian perkosaan di antaranya:
1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto
Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki
terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang
berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut
perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan
seseorang yang secara paksa  hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain
pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan
demikian juga tertib sosial).
2. Munurut R. Sugandhi
Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya
untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,  yang mana di
haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang
kemudian mengeluarkan air mani.
Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli
belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “marital rape”, yang artinya
2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual,
Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hal. 40.
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perkosaan terhadap istri sendiri.Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh
(berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.3
Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut sugandhi
adalah sebagai berikut:
a. pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi
istrinya.
b. pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
c. kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
d. mengeluarkan air mani.4
Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas,
artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai
selesai (mengeluarkan air mani).Jika hal ini tidak sampai terjadi , maka secara
eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai
perkosaan.
Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan
perkawinan.Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan
persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut
sebagai kejahatan perkosaan.Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “marital
rape” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.
Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan.
Soal hubungan biologis (seksual) antara suami istri diatur mengenai etikanya, seperti
3 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual,
hal. 11.
4 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual,
hal. 12.
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tentang keharusan (kewajiban) suami menberikan nafkah batin (seks) pada isterinya
dengan cara menpergaulinya yang baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan),
sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual kepada
suaminya. Sementara itu, Islam sebagai agama yang yang datang membawa misi
penyelamatan dan pembebasan, juga membawa misi keseimbangan hak antara laki-
laki dan perempuan (suami-istri) dan meletakkan status perempuan sebagai mitra,
yang kedudukannya jelas tidak berada di bawah kaum lelaki.
Bagi seorang perempuan muslim yang bersetubuh atau berbuat zina karena
diperkosa, tidak ada hukuman Hadd baginya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah





"Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang Dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”5
Demikian ayat tersebut di atas menjelaskan Barangsiapa dalam keadaan
terpaksa sedang dia tidak mengingikannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka
tidak ada dosa baginya.
5 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 32
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2. Pengertian  Kekerasan Terhadap Perempuan
Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan, yang telah diakui
dunia pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan  kekerasan terhadap
perempuan sebagai berikut;
“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan
berbasiss gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik,
seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari
tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang
terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi”.
Ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan diantaranya:
1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik,menendang,
melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong
atau alat/senjata, membunuh dan sebagainya.
2. Kekerasan Psikologis, seperti berteriak-teriak, meyumpah, mengancam,
melecehkan dan sebagainya.
3. kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke
ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa korban
menonton produk pornografi, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan
korban, dan sebagainya.
4. kekerasan financial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak
menberikan pemenuhan kebutuhan financial, dan sebagainya.
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5. kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban,
memaksa korban menpraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.6
Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka
bumi.Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk
dapat diberantas habis.Dengan begitu apakah hukum menjadi sia-sia dan kehilangan
fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan terhadap
perempuan terus-menerus terjadi di masyarakat. Dalam hal ini harus dipahami bahwa
hukum tidak hanya bekerja dalam tujuan preventifnya saja tetapi juga dalam
tujuannya yang represif, yaitu melakukan penanganan dan menghukum para pelaku
atau pelanggar hukum.
Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan
perilaku menyimpang lainnya.Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar
hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam
undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap
perempuan itu dapat dipidana jika perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan
undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai
asas legalitas yang merupakan asas penting dalam hukum pidana.
Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan
kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat
menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik
atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya
luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang
6 Kristi Purwandari, Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik, Dalam
Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan
Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), h. 11
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dirumuskan oleh Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang menyatakan: "... The threat,
attempt or use of Physical force by one or more persons that result in physical or non
physical harm to one or more other persons… "7
Dampak yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi
psikologis tiap orang berbeda-beda. Selain definisi kekerasan secara umum, ada yang
membedakan kekerasan berdasarkan gender. Mansoer Fakih memberikan pengertian
gender dan jenis kelamin sebagai suatu hal yang berbeda, walaupun gender sering
diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Fakih gender adalah sifat yang melekat pada
kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat
gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut,
cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan,
perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum
laki-laki dan perempuan. Artinya ada laki-laki yang kuat, rasional dan perkasa.
Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua jenis kelamin
yang ditentukan secara biologis yang melekat ada jenis kelamin tertentu. Misalnya
bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma dan jakun.
Sedangkan perempuan adalah manusia yang memilki vagina, rahim dan alat
menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanent dan tidak
dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian
disebut sebagai kodrat. Kaum feminis menuding konstruksi sosial yang dibuat oleh
masyarakatlah yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Hal ini menyebabkan definisi kekerasan terhadap perempuan di dunia Intemasional
7 Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982), h. 26..
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dalam istilah asing tidak disebut Violence based on sex, tetapi Violence based on
gender.8
Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus
memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut:
"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin {gender-based violence) yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi
di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"9
Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan:
" Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak
hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi
di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual
atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,
perkosaan dan perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan
praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar
hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di
tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan
8 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,  (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
h. 7-9.
9 TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: Alumni, 2000), h. 384.
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perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan
dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".10
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 deklarasi tersebut, maka kekerasan terhadap




4. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang11
Bila ditelaah dari sisi psikologi, ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya
tindak kekerasan terhadap perempuan.Dua penjelasan pertama merupakan penjelasan
“konvensional”, yakni mengacu pada sisi internal pelaku dan korban. Penjelasan
ketiga adalah penjelasan psikologis feministik yang melihat keterkaitan erat antara
struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dengan (dan dampaknya
terhadap) aspek internal individu di antaranya:
1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karekteristik pribadi atau
psikopatologi pelaku kekerasan, yang menyebabkan kekerasan kemudian
terjadi misalnya, bahwa kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang
terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang
kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang
sekitarnya. Pandangan ini biasanya menyatakan bahwa kekerasan terhadap
10 Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, Dalam
TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,  ( Bandung: Alumni,  2000,)  h. 384.
11 Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993, Dalam
TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, h. 384-389.
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perempuan bukan merupakan hal umum melainkan hal yang sangat
khusus.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang dilekatkan ke
karakteristik pribadi korban kekerasan. Maksud dalam bagian ini adalah
penjelasan bahwa kejadian kekerasan di provokasi oleh korban misalnya
dengan tingkah lakunya yang mengundang, atau bahwa korban memiliki
karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah
mengalami kekerasan (misalnya penuntut, histerik dll).
3. Penjelasan feministik, kekerasan terhadap perempuan merupakan produk
struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat mengutamakan dan
menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus
menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan
kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan ini menyatakan
bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang cukup
umun terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang
mementingkan dan didominasi oleh laki-laki. 12
Dengan demikian dapat dipandang bahwa penjelasan sosial (feministik) dan
internal (psikologi konvensional) perlu digabungkan untuk menberikan pemahaman
lebih utuh tentang permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Perkosaan
a) Berdasarkan KUHP
Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu
aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerintah dan lembaga
12 Kristi Poerwandari, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, h. 14-15.
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advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilainya punya kelemahan
mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna
menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).13
KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum
untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara
subtansial dalam hal melindungi korban kejahatan.Korban dalam sisi yuridis ini tidak
mendapatkan perlindungan yang istimewa.14
Meskipun begitu, khusus dalam pembahasan ini, penulis uraikan atau
deskripsikan posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum
positif itu (KUHP).Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi
dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan
tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289.
Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena
melakukan perkosaan dengan piidana penjara paling lama dua belas tahun”.15
Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk
adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah; (1) barang siapa, (2)
dengan kekerasan, atau (3) dengan ancaman kekerasan, (4) memaksa, (5) seorang
wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.
13 Kristi Poerwandari, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, h. 108.
14 Kristi Poerwandari, Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, h. 109.
15 Republik Indonesia KUHP dan KUHAP, (cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2007), h. 97.
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Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP
tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung pelaku
adalah duabelas tahun penjara. Hal ini adalah  ancaman hukuman secara maksimal,
dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan  harus diterapkan begitu.Sanksi
minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya
hukuman penjara sesuai dengan selera yang menjatuhkan vonis.
Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan.
Apa”Sengaja” atau “Alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” kiranya
jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”.16 Pemaknaan ini lebih
condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan
berencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti
ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.
Pertama, Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP
memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud  dengan “barang siapa” atau subyek tindak pidana adalah “orang” atau
“manusia”. Bukti lain dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana
adalah orang ialah:pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan
atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum  pidana sebagaimana yang
diharuskan oleh azas geen straf zonder schuld, kedua, macam atau jenis pidana
sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya
mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.17
16 Lamintang,  Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban
Kekerasan Seksual, (Bandung: PT. Refika Aditama,  2001), h. 111.
17 Lamintang, Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban
Kekerasan Seksual, h. 110.
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Kedua, Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau
perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu
melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana
perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius,
menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara
objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.18 Dalam tindak
pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk
menwujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa. Sudah barang tentu hal ini
dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan
pada perkosaan tidak harus dilakukan oleh pihak ketiga yang penting ialah bahwa
antara upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan
kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi
penyertaan atau yang disebut dengan delneming.
Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan atau meninggalkan jejak,
bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu
berupa antara lain: (a) luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras
(gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban; (b)
bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban; (c) bekas atau sisa
obat dalam hal  kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.
Dalam kasus tindak pidana perkosaan, berlaku prinsip “semakin gigih atau
semakin besar usaha perlawanan yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus
18 Lamintang,  Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban
Kekerasan Seksual, h. 110-111.
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dilaporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan semakin besar
peluang untuk menemukan pelakunya. Untuk menentukan adanya tidaknya sperma
dalam tubuh korban, paling lambat visum harus dilakukan dua hari sejak terjadinya
perkosaan. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak,
diperlukan waktu maksimun lima jam sejak perkosaan terjadi. Tapi dalam praktek
jarang tindak pidana perkosaan langsung dilaporkan19.
Ketiga, Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang
menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan
atau kekerasan belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak
menpunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan
kekerasan.Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak,
diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan,
diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya
dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan
diperiksakan oleh ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis
korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah
mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera
melapor atau meminta bantuan.
Keempat, Unsur “memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya
pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh
sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak
19 Abdul Mu’in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27.
Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan  terhadap Korban Kekerasan Seksual,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 111.
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mau/ingin. Karenaya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti
hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak ada
kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.Sebab logikanya mengapa
harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki
dilakukannya persetubuhan. Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi
kalau ada yang melihat kejadian sebab secara konkrit wujud/perbuatan yang
dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pemaksaan akan berbeda misalnya kalau
hubungan suka sama suka dilakukan dengan lebih mesra dengan tidak tergesa-gesa.
Kelima, Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar
perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini
dapat disimpulkan bahwa: (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
(b) tidak perkosaan untuk  bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki atau wanita
terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-
laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak
pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP;
(c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat
perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk
bersetubuh oleh suami terhadap istri  yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan
yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya).
b) Berdasarkan konsep KUHP
Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan
pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan
menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar
Kesusilaan”.
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Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (moral
offence). Di dalamnya juga mencakup masalah anger and violence, yang dianggap
merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, khususnya
hak-hak wanita.
Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada
pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal
yaitu:
a. forcible rape, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita
yang disetubuhi;20
b. persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
c. persetubuhan dengan persetujuan  wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui
ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
d. rape by fraud, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-
laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan
atau penyesatan;
e. statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat
belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.
Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang
menyebutkan bahwa:
a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3
tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:
20 Abdul Mu’in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27. Dalam
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan  terhadap Korban Kekerasan Seksual,  (Bandung:
PT. Refika Aditama, 2001), h. 114.
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ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan,
bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa
persetujuan perempuan tersebut;
ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan,
dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut
dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan,
dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut
percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang
seharusnya disetujuinya;
ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang
berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;
b. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara
paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan
yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang
laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus  atau mulut seorang
perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan
merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang
perempuan.
Beberapa hal yang membedakan konsep pidana perkosaan menurut konsep
KUHP dengan KUHP yaitu: bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak
harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak (Pasal 389
ayat (1) ke-1); tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan
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persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia dibawah 14 tahun (Pasal 389 ayat
(1) ke-5); tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti masuknya alat
kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi juga bisa berarti masuknya
alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan; dan juga bisa berarti
memasukkan suatu benda-benda seperti alat elektronik berbentuk kemaluan laki-laki
atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang
perempuan.
Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan
dalam pasal-pasal KUHP  yang lama cenderung tidak bisa mengakomodasi
perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kasus-kasus kejahatan
kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat
menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada
umunnya.
Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain
menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa
dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat
pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk
menjaringnya secara tegas-tegas.
Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan
sebagaimana dalam RUU-KUHP itu sudah mulai ada kemajuan, terutama dari segi
ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan
kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan.
Selain itu, dalam RUU-KUHP telah ada kemajuan mengenai penjatuhan
hukuman secara berganda pada pelakunya, yaitu selain dapat dijatuhi sanksi penjara,
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juga dapat dijatuhi sanksi berupa denda sesuai dengan jenis kejahatan yang
dilakukannya. Meskipun begitu, ancaman yang dirumuskan dalam RUU-KUHP itu
masih belum bisa mengimbangi ancaman hukuman yang di gariskan hukum islam.
Misalnya dalam kasus perkosaan yang mengakibatkan luka dan kematian, ancaman
hukumannya yang bersifat maksimun masih 12 tahun penjara.
Padahal dalam hukum Islam, kalau kasus seperti ini yang terjadi, maka
hukuman maksimunnya adalah hukuman mati. Sebab, di samping kasus itu termasuk
pemaksaan berbuat zina, juga mengakibatkan kematian. Jika jenis hukuman
terberatnya saja yang diambil dan diterapkan, maka kejahatan itu harus diterapkan
sanksi hukuman mati. Artinya, dalam rancangan KUHP yang ada, khusus terhadap
kasus perkosaan yang berkategori pemberatan masih belum diikuti dengan sanksi
maksimal yang berkategori pemberatan pula.21
Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak
pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan
pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks
atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistemik
yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya,
sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Korban ditempatkan
layaknya sebagai alat dan objek memenuhi hajat pelaku. Sedangkan pelaku dapat
berbuat sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi korban.
Sebelum memposisikan pelaku pemerkosaan, baiklah kita pahami lebih dulu
mengenai substansi perzinaan. Sehingga kalau dipersamakan dengan kejahatan zina,
21 Abdul Mu’in idries; Eko Prasetyo; Suparman Marzuki, 1997: 101; Kusnadi, 1990:27. Dalam
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan  terhadap Korban Kekerasan Seksual, h. 121.
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maka kita mengetahuinya secara proporsional. Menurut Abul A’la Al-Maududi
mengatakan, bahwa para fuqaha dan ahli hukum islam berlaianan pendapat dalam
mendefinisikan zina. Madzhab Hanafi mendefinisikan zina dengan mengartikan
seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada
aqad syar’I (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita
milik anaknya.22
Secara substansi materilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinaan,
yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan
perbuatan itu tidak disadari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Fakto
paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus
dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan. Perkosaan hanya
merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosanya, sedangkan bagi
yang diperkosa, kekerasan itu menbuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik.
Hal itu yang idealnya disikapi kalangan penegak hukum yang menberlakukan hukum
islam dalam menyelesaikan kasus kejahatan pemerkosaan.23
4. Tinjauan Islam tentang Tindak Pidana Perkosaan
Hukum Perkosaan / pemerkosaan dalam islam berdasarkan hadist dan alquran.
Dalam beberapa tahun terakhir ini penulis sering menemukan berita mengenai kasus
perkosaan atau perampokan / pembunuhan yang disertai perkosaan, baik di daerah
perkotaan maupun pedesaan. Rusaknya akhlak masyarakat kita lebih banyak
disebabkan oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan lemahnya lembaga sensor
22 Abu A’la Al-Maududi, Kejamkah Hukum Islam, (Terjemahan A.M. Basalamah)  Gema
Insani Press, Jakarta, 1995, h. 51.
23
.Abu A’la Al-Maududi, Kejamkah Hukum Islam, h. 52.
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terhadap media baik media cetak maupun media elektronik. Faktor kedua yang tidak
kalah penting adalah kurangnya perhatian dan pendidikan dalam keluarga. Sehingga
membuka peluang bagi kejahatan pemerkosaan, dan lain-lain.
Segala bentuk kejahatan yang terjadi akhir akhir ini, pun pernah terjadi pasa
masa nabi, dalam hal/kasus pemerkosaan di dalam hukum islam tidak ada bedanya
antara pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan kekuatan maupun dengan jalan
ancaman.apakah diperkosa termasuk perbuatan zina dan berdosa? bagaimana
hukumnya dalam agama islam...?
Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi jika secara
hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian,
perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak
dapat dipersalahkan.
Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa
seseorang, maka pihak yang terpaksa melakukannya ini terbebas dari sanksi pidana.
Artinya seseorang yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya
haruslah mendapatkan perlindungan secara manusiawi. Hak-haknya selaku pihak
yang dipaksa tidak boleh diabaikan, yakni harus dilindungi.
Hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan
merupakan perbuatan zina. Namun ketika persetubuhan dilakukan dengan paksaan
atau ancaman kekerasan, maka bagi korban, perbuatan itu tidak dapat dikatakan
perzinahan, tetapi dikatakan perkosaan. Sedangkan yang memaksakan berzina
disebutnya sebagai pemerkosa. Pihak yang terpaksa tidak bisa dikatakan melakukan
perzinahan.
38
Pengertian ikrah (dipaksa) menurut bahasa adalah menbebankan suatu
pekerjaan kepada seseorang yang orang itu sendiri tidak ingin melakukan pekerjaan
atau perbuatab itu.24 Dalam kamus  istilah Fiqh juga disebutkan, paksaan berarti
sesuatu perbuatan/sikap yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapi atau
menghindari daripadanya.25
Pendapat seperti ini dikemukakan pula “paksaan (ikraah) menurut bahasa
berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar dan
syara’. Orang yang dipaksa dinamakan mukrah. Menurut syara’, paksaan itu adalah
membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya  dengan ancaman hendak
dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa atau dilukai.26
Pada Pasal 48 KUHP indonesia pun menyebutkan mengenai masalah
keterpaksaan “orang yang melakukan perbuatan karena ia terdorong oleh sesuatu
sebab paksaan tidak dapat dihukum”.
Perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan seksual, karena unsur
perbuatan yang sering melekat padanya adalah seperti ancaman kekerasan, tindakan
kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan sejumlah pelukaan dalam tubuh korban.27
Karenanya, jika korban demikian ini dibebaskan dari ancaman hukuman merupakan
keharusan.
Hal itu sebagaimana dijelaskan pula oleh Sayyid sabiq, bahwa “seandainya
seorang lelaki dipaksa untuk berzina, lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan had.
24 Ruway’I Ar-Ruhaily, Fiqh Umar, (Terjemahan A. M Basamalah), Pustaka Al-Kautsar,
Jakarta, 1994, h. 18.
25 M. Abdul Mudjib et. al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 256.
26 Sayyib Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jilid 10 $ 14), Al-Ma’arif, Bandung: 1996, h. 98.
27 Sayyib Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 98-99.
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Begitu juga perempuan, bila dia dipaksa berzina, maka tidak dilaksanakan had
baginya. Sumber hukum itu jelas berorientasi melindungi hak asasi perempuan yang
menjadi korban kejahatan perkosaan dari ancaman hukuman. Jadi misalnya, korban
yang “dipaksa berzina” tidak berani menunjukkan perlawanan karena takut dianiaya
lebih sadis dan dibunuh, kemudian mengikuti ajakan pelaku, maka apa yang
dilakukan ini dibebaskan dari sanksi hukum.
B. Anak
1. Batas usia anak
a) Batas usia anak bedasarkan hukum dan undang-undang
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak
merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan
dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.
Pengelompokkan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah
undang-undang yang mengatur status dan perlaakukan terhadap anak memiliki
perbedaaan mengenai batasan atau difinisi usia yang dikategori sebagai anak. Pada
tahun 1990 dalam konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikam “anak” seperti
yang tercakup dalam pasal I konvensi tersebut yaitu:
Setiap manusia yaang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak di capai lebih
awal.
Pada pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum berumur 16
(enam belas ) tahun sedangkan pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun
dan belum kawin.
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Pengertian anak menurut undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (5) bahwa: Anak adalah setiap manusia yang
berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termaksud anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Berdasarkan undang-
undang Nomor 12 tahun 1948 tentang pokok-poko perburuhan pasal 1 ayat (1)
didefinisikan pengertian anak sebagai berikut: “ Anak adalah orang laki-laki atau
perempuan berumur 14 tahun kebawah”. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 disebut bahwa: “ Anak adalah
seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.
Menurut undang-undang 23 Tahun 2002 pada pasal 1 angka1 “anak adalah
seorang yang belum berumur delapan (18) delapan belas tahun, termaksud anak yang
masih dalam kandungan”. Menurut Wadong dari segi religius anak adalah merupakan
titipan dari Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris
dari ajaran islam.
Dari uraian diatas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan
beberapa pendapat para ahli hukum, maka dapatlah dikatakan bawha pengertian anak
yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 tahun serta termaksuk
anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah
b) Batas usia anak menurut Hukum Pidana Islam
Batas usia anak menurut hukum Islam jika anak telah dikatakan baligh
(dewasa), batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu anak laki-
laki apabila sudah bermimpi basah dan wanita apabila sudah haid. Dalam
istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.
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Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “ batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang
anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.”
Dan pada prinsip syari’ah Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab
kecuali terhadap jaeimah yang telah diperbuatnya sendiri dan
bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.
Artinya pertanggung jawaban pidana (al-mas’uliyyah al-jinaiyyah) sendiri
dalam syariat islam ialah pembebanan sesorang dengan hasil (akibat)
perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia
mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.
1) Adanya perbuatan yang dilarang
2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3) Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut .
Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana
dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebelum penulis memberikan definisi tentang perlindungan hukum terhadap
anak maka terlebih dahulu penulis akan memberikan definisi tentang perlindungan
hukum terhadaap anak sebagi berikut:
Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar dan fisik, mental, dan sosial. Menurut undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak pada pasal 1 ayat (2)
bahwa : “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dari definisi diatas maka dapat memberikan definisi perlindngan anak hukum
terhadap anak adalah sebagai berikut: perlindungan hukum terhadap anak adalah
upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin
agar anak dapaat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secaaraa optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak Nakal
Istilah anak nakal di ambil dari istilah asing juvinile delinquency, berasal dari
juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda,
sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan delinquency artinya wrong doing,
terabaikan/mengabaaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat , a-sosial,
kriminal, pelanggar aturaan, pembuat rebut pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki
lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.
Anak nakal adalah anak berusia 5 tahun hingga 21 tahun dan belum pernah
menikah yang berperilaku menyimpang daari norma-norma dan kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya sendiri,
keluarganya, dan orang lain yang akan menganggu ketertiban umum, akan tetapi
karena usianya, belum dapat dituntut secara hukum.
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Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan juvenile
delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda,
merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang
disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu
mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan juvenile delinquency adalah
perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang
dewasa maka dikualifikasi sebagai kejahatan.
tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak
menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.
4. Pemidaan terhadap Aanak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik
menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 22 adalah pidana
dan tindakan.
a).  Sanksi Pidana
Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik
adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:
1). Pidana pokok
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur
dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (2)
yaitu :
1. Pidana Penjara
Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
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Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa
Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan delik
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana
penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun.
Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai
umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada
negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum
mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan
kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
2. Pidana kurungan
Menurut Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Angka 2 Huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana
kurungan bagi orang dewasa.
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3. Pidana denda
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak satu perdua
dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Menurut Pasal 28 ayat (2)
UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan: Apabila pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib
latihan kerja. Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan:
Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan
lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
4. Pidana pengawasan
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan "pidana
pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun". Menurut
Pasal 30 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan: Apabila terhadap anak
nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka anak tersebut ditempatkan di
bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Menurut
Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 dengan rumusan "Ketentuan mengenai
bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintahan".
b). Pidana tambahan
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur
dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (1) yaitu :
1. Perampasan barang - barang tertentu
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Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan
atau barang yang dipakai untuk melakukan delik. Pada umumnya barang -
barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.
2. Pembayaran ganti rugi
Menurut Gatot Supramono mengemukakan bahwa "pembayaran ganti rugi
yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari
orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua".
b). Tindakan
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik
diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak sebagai berikut :
1). Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
Menurut Gatot Supramono adalah Meskipun anak dikembalikan kepada
orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan
bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan
kepramukaan dan lain - lain.
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.
Menurut Gatot Supramono adalah Apabila hakim berpendapat bahwa orang
tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang
lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Latihan Kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak,
misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian,
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perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup
mandiri.
3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau OrganisaSosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja.
Menurut atot Supramono adalah Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak
atau Departement Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki hakim
dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan
memperhatikan agama anak yang bersangkutan.
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) berbunyi "Tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan
syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim". Dimana teguran yang dimaksud
adalah peringatan dari hakim baik langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan
maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar
anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan anak tersebut dijatuhi
tindakan.
C. Kerangka Konseptual
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori
sebagaimana telah di utarakan pada pada bagian terdahulu, maka berikut ini
dikemukakan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan penelitian sebagaimana yang
di gambarkan  pada halaman berikutnya.
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Sebelum penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar
terlebih dahulu memaparkan ketentuan hukum tentang Pemerkosaan sesuai ketentuan
hukum yang ada dengan cara melakukan tinjauan terotis. Dengan adanya ketentuan
hukum tentang pemerkosaan maka penulis meninjau secara yuridis tentang penerapan
sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana
pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar, apakah bentuk persetujuan itu termasuk




Dalam penulisan karya ilmiah ini maka diperlukan suatu metode penelitian
yang sesuai dengan tema bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode
penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
A. Jenis dan Lokasi penelitian
1. Jenis Penelitian
Mengacu pada peremusan masalah, maka peneliti ini termasuk dalam jenis
penelitian hokum empiris atau non doctrinal. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian
ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif
adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam
memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa
pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angkat tetapi berupa kata-kata, gambar
serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang
tidak di manipulasi keadaan dan kondoisinya, menekankan pada deskripsi secara
alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan.
2. Lokasi penelitian
Lokasi kegiatan yang dipilih di dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah
berada di Kota Makassar pada umumnya dan di PN. Makassar pada khususnya.
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Alasan mengapa memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut memiliki kapasitas
yang berpengaruh di dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah
penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban
atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-
fenomena tentang pemerkosaan guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak
menganalisis dan mengetahui mengenai pemerkosaan tersebut ditinjau dari aspek
psikologisnya, maupun dalam penegakan hukumnya.
C. Sumber Data
Data apapun yang hendak dikumpulkan dalam suatu penelitian harus
diperoleh dari sebuah sumber. Jenis data terbagi atas dua macam, yaitu primer dan
sekunder.
1. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses
wawancara dari para pihak yang berkaitan dengan Proses Peradilan Anak yaitu
seluruh penegak hukum yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder
Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku,
dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter
Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa bagi kalangan praktisi, bahwa hukum
sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun
argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat
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hukum. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sudah barang tentu buku-buku dan
artikel-artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang
hendak diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan
data, yakni :
1. Metode Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan
jalan membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang
mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik
penulisannya yaitu :
a. Kutipan langsung, yaitu penulis secara mengutip bahan-bahan yang
bersumber dari informasi dari referensi kepustakaan tanpa mengubah
redaksinya sedikitpun.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang
bersifat komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca referensi
rujukan.
2. Field Recearch yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas.
Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :
a. Interview, yaitu salah satu metode mengumpulkan data yang mendapatkan
informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan
kepada informen.
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b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dilakukan dengan sengaja dan
sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk dilakukan
pencatatan.
c. Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan mempelajari dan
mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
E. Instrumen Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan beberapa hal yang
mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan
yang dilakukan anak dibawah umur, penerapam sanksi pidana terhadap anak dibawah
umur dalam persidangan tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data
penelitian yang berupa paparan data tentang penerapan sanksi pidana anak di bawah
umur di Pengadilan Negeri Makassar, pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara dan observasi. Istrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data berupa instrumen manusia yaitu peniliti sendiri.
F. Teknik Analisis Data
Setelah data berhasil dikumpulkan  dari berbagai sumber, baik dari hasil
interview, buku–buku dan kitab–kitab. Kemudian penulis membaca dan menganalisa
data tersebut. Mengingat data yang  berhasil dikumpulkan bersifat kualitatif, maka
teknik  analisanya menggunakan interpretasi berfikir sebagai berikut :
1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada  fakta bersifat
khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
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2. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak  dari
pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat
khusus.
3. Metode komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan
membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh
kesimpulan sebagai jawaban akhir.
G. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan kegiatan trianggulasi data.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pindana Pemerkosaan
yang dilakukan Anak di Bawah Umur
Persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam pemeriksaan biasa yang
dilangsungkan dalam ruangan siding Pengadilan Negeri tersebut pada hari selasa
tanggal 17 maret 2009 dalam perkara terdakwa, Musawir Als Awi. Setelah Hakim
membuka siding dan dinyatakan tertutup untuk umum maka hakim
memerintahkan kepada penuntut umum agar terdakwa dihadapkan kemuka siding.
Dan atas perintah penuntut umum maka terdakwa tersebut diantar masuk
keruangan siding dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan seperlunya,
dan atas pertanyaan hakim terdakwa menyatakan bahwa ia bernama Musawir Als
Awi, tempat lahir Gowa, umur 17 tahun, bertempat tinggal Tanatea Poros
Limbung Kab. Gowa, pekerjaan Buruh bangunan.Sebelum hakim memerintahkan
kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya, maka hakim
terlebih dahulu menyampaikan kepada terdakwa akan hak-haknya untuk
didampingi penasihat hokum, dan atas pertanyaaan hakim ketua maka terdakwa
menyatakan bahwa ia bersedia didampingi penasihat hokum akan tetapi ia tidak
mampu membayar honor penasihat hokum tersebut dan ia mohom agar hakim
menunjukkan penasiahat hokum untuk didampinginya dipersidangan.
Selanjutnya hakim memberitahukan pula agar terdakwa memperhatikan
apa yang ia lihat dan ia dengar disidang, setelah itu hakim memerintahkan kepada
penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya tertanggal 2 maret 2009
(terlampir dalam berkas perkara), dan atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa
menyatakan ia mengerti dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya hakim kepada
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terdakwa dan atas pernyataan hakim maka terdakwa menyatakan bahwa ia tidak
akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum tersebut.
Dalam banyak kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat
dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun
kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus
lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula
nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya
mengantarkan korban ke suatu tempat.
Perkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan
jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah
anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara
berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita
sebagai objek seks, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat
yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta
memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.
Dari berbagai kasus pemerkosaan yang terjadi di Kab.Gowa, terdapat
berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemerkosaan
tersebut.Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang melalui wawancara
langsung terhadap seorang perempuan yang pernah mengalami tindak pidana
perkosaan. Seperti hasil data yang diperoleh dari wawancara berikut ini :
1. Seorang wanita yang bernama Jubaedah (Nama disamarkan). Beliau
mejelaskan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan seksual atau
perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tak dikenal. Dimana
seorang laki-laki tersebut beliau mengalami depresi baik dilingkungannya
maupun disekitarnya, sehingga beliau tersebut menjadi korbannya. Akan
tetapi perkosaan yang dialami beliau tidak dilaporkan kepihak berwenang (
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Kepolisian ), karena beliau merasa malu dan merasa terancang hidupnya
terhadap laki-laki tersebut bila melaporkannya kepada pihak yang
berwajib.1
2. Seorang wanita yang bernama Syamsiah (Nama disamarkan). Beliau
mengatakan bahwa faktor tejadinya perkosaan adalah faktor keseksualan
seorang laki-laki. Dimana beliau tersebut memakai pakaian seksi sehingga
dapat menarik daya tarik seorang laki-laki dan beliau tersebut diancam
untuk bersetubuh dengannya sehingga terjadilah kekerasan seksual
terhadap beliau yang mengakibatkan terjadinya pekosaan. Akan tetapi
kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, karena masih
bisa diselesaikan dengan secara kekelurgaan dan tokoh masyarakat.2
Menurut pendapat Parlas Nababan selaku hakim di Pengadilan Negeri
Makassar bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab,
sepertinya adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku
pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya,
korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai
permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti
film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan
dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung
oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang
memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak
melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing menpunyai
1Jubaedah, (20 tahun), seorang pelajar, wawancara,Kab. Gowa, 27Desember 2013.
2Syamsiah, (20 tahun), korban perkosaan, wawancara, Kab. Gowa,  27Desember 2013.
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kemauan sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana
perkosaan.3
Menurut Pendapat Muh. Ungardin Kamsyar, selaku panitera penggati di
Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan
semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan
membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi
seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan
yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan
sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.4
Selain itu, terjadinya perkosaan juga didukung oleh peran pelaku,posisi
korban dan pengaruh lingkungan.Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang
gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban
(dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen,
artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya
perkosaan.
Menurut Pendapat Parlas Nababan selaku hakim di Pengadilan Negeri
Makassar, Psikolog itu lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang
bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu
seksualnya.Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya
pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama.Ada potensi dalam diri
pelakunya itu potensi stabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan,
3BapakParlas Nababab, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara,PN
Makassar, 17 september 2013.
4Muh. Ungardin Kamsyar, Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara,PN
Makassar, 17 september 2013.
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sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosisnya melalui korban yang
diperkosanya.5
Berbicara mengenai kejahatan Kekerasan pada hakikatnya tidak terlepas
dari adanya kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut.Kejahatan
kekerasan, kesalahan tidak hanya bisa dialamatkan kepada pelaku saja, akan tetapi
korban pun memiliki potensi sebagai pemicunya karena telah memberikan waktu
dan kesempatan.
Peran korban sebagai contoh, tanpa disadari membangkitkan keinginan
untuk melakukan tindak pidana seperti pada pemerkosaan dan pencabulan.
Misalnya seorang wanita pada larut malam tanpa didampingi oleh seseorang
ataupun cara berpakaiannya yang cenderung minim. Tidak jarang korban terkena
bujuk rayu dari si pelaku, mula-mula korban diajak keluar jalan-jalan, kemudian
diberi minuman, serta akhirnya tanpa korban sadari bahwa minuman tersebut telah
dicampur obat yang membuatnya tertidur dan akhirnya terjadilah tindak kejahatan
tersebut dalam hal ini (perkosaan).Disini terlihat jelas bahwa letak kesalahan
terletak pada korban sendiri yang terlalu percaya kepada pelaku.Akhirnya
terjadilah perubahan nilai bahwa  masyarakat kota besar cenderung
individualistikdibandingkan dengan masyarakat desa. Di kota, jika ada orang
berciuman di muka umum tidaklah menjadi masalah, akan tetapi jika itu terjadi di
pedesaan, maka akan terjadi gosip, gosip itulah yang sesungguhnya menjadi alat
kontrol membuat pelaku malu untuk melakukan hal tersebut.
5BapakParlas Nababab, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara,PN
Makassar, 17 september 2013.
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Selain itu meningkatnya kekerasan seksual seperti perkosaan dan
pencabulan ini disebabkan maraknya Video Compact Disc (VCD) Porno yang
dengan mudah diperoleh.Biasanya pelaku melakukan hal tersebut karena
terdorong nafsu birahi yang timbul setelah menonton VCD Porno tersebut. Jadi,
pelaku mencari pelampiasan dengan cara yang tidak terpuji.
Memang harus diakui, Film dan VCD sering menyuguhkan tontonan yang
bervariasi kepada masyarakat. VCD dituduh sebagai salah satu di antara
banyaknya peran media massa yang memberikan kontribusi penguatan terhadap
bahaya tersebut. Media massa memang mengemban fungsi positif tetapi tidak
sedikit juga menyuguhkan hal negatif kepada masyarakat. Sebenarnya media
massa tidak menginginkan mengemban hal yang negatif tersebut, namun secara
tidak sadar hal negatif tersebut selalu ikut serta dalam fungsi media massa. Pada
masyarakat heterogen, jadi mereka mampu memandang sesuatu dengan cara yang
berbeda-beda.
Dilihat dari sudut psikologi hukum, tindak pidana perkosaan terhadap
wanita merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat
merusak tatanan kehidupan masyarakat.Oleh karenanya pasal-pasal dalam KUH-
Pidana sebagai das sollen (ideal) tentang ancaman tindak pidana perkosaan yang
mestinya diterapkan, ternyata dalam kenyataan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.Ini mencerminkan, bahwa pasal-pasal dalam KUH-Pidana
kadang hanya sekedar menjadi simbol karena tidak diterapkan secara konsisten.
Sedangkan dilihat dari sudut Hukum Islam dalam hal ini ajaran islam yakni
kejahatan kekerasan terhadap wanita adalah merupakan praktik kejahatan dan
kekerasan yang menimpa perempuan karena tidak mendapatkan perlakuan yang
manusiawi sebagaimana perlakuan terhadap kaum pria yang menganggap wanita
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sebagai pemuas nafsu belaka serta sebagai makhluk yang lemah dan tidak
berdaya, karena itu kaum pria bebas berbuat semaunya.
Pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan
jawaban atas terjadinya kasus tindak pidana perkosaan.Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhinya, dan adapun faktor tersebut dapat menguntungkan bagi
pelaku/korban atau malah merugikan. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:
1. Kehandalan Kesaksian Mata
Kesaksian saksi-mata, mempunyai arti sangat penting baik bagi para
penginvestigasi maupun para lawyer.Dengan demikian, di dalam bidang psiko-legal,
tidaklah mengejutkan bahwa kesaksian, khususnya kesaksian saksi-mata, telah menarik
banyak perhatian selama bertahun-tahun.Isu-isu tentang memori (ingatan) memungkinkan
kajian-kajian tentang hukum dan kajian-kajian psiko-legal tentang kesaksian saksi-mata
menjadi salah satu dari pilar-pilar psikologi hukum. Lebih banyak kajian empiris telah
dilaporkan dalam bidang psikologi ini ketimbang di bidang lain. Lebih jauh, asumsi-
asumsi tentang memori manusia bersifat interen baik di dalam aturan-aturan substansial
maupun di dalam aturan-aturan procedural yang tanpa itu sistem hukum tidak dapat
berfungsi.Dalam kasus perkosaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa saksi
mata sangat mendukung karena dengan adanya saksi mata yang handal dapat mengetahui
dan memberi kesaksian yang benar bahwa terjadi perkosaan dalam kasus yang ada.Tanpa
adanya kesaksian yang benar bisa saja merugikan korban dan menguntungkan pelaku atau
malahan sebaliknya.
2. Kondisi Mental Terdakwa/Korban
Dalam melakukan persidangan kondisi mental dari orang-orang yang
terkait dalam kasus perkosaan seperti korban dan pelaku harus dilihat sebaik
mungkin apakah kondisi mereka baik saat memaparkan kasus yang terjadi yang
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mereka alami sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam memaparkan
masalahnya.
Sumbangan psikologi hukum yang menggambarkan dinamika
interpersonal dan kelompok dari pembuatan putusan pada suatu tahapan kunci di
dalam proses mendakwa seseorang mulai dari waktu penetapannya sebagai
tersangka hingga pada momen penjatuhan pidana. mengacu pada riset psikologi
mengapa orang-orang mematuhi atau tidak mematuhi Undang-undang tertentu,
perkembangan moral, dan persepsi dan sikap publik terhadap berbagai sanksi
pidana, seperti apakah hukuman mati dapat mempengaruhi penurunan kejahatan.
Berdasarkan sejumlah pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan,
bahawa faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk
berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan
yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi menbedakan anatar yang
seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya
dengan kaedah akhlaknya mengenai hubungan laki-laki dengan
perempuaan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma
keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.Nilai-nilai keagamaan yang
semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung
makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong
seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai
perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan
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normakeagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari
unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa cukup adil, seperti putusan yang cukup
memberatkan yang dijatuhkan pada pelaku.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu
seksualnya.Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya
untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam
terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap
menyakiti dan merugikannya.
B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan yang di lakukan oleh Anak
di Bawah Umur
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan
Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang
sejahtera, aman, tentram dan tertib.Dalam mewujudkan tata tersebut dan
menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya
untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang
mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar
berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara
resmi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban hakim tidak hanya
berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama
Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia
merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu,
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hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya.Ia tidak boleh
sekedar menjadi pelaksana undang-undang.6
Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan
kekuasaan kehakiman.Dalam melaksanakan kehakiman tersebut, harus memahami
ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah di atur dalam
perundang-undangan. Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara
lain :
1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
a. Menerima, memeriksa, dan mangadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya.
b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
2. Tugas yuridis yaitu menberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-
nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila
diminati.
3. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.7
6Bisma siregar, Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan catatan Hukum dan
Peradilan di indoseia), jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, h. 33
7 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Jakarta : Rajawali
Press, h.143
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Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh manusia dapat menjadi suatu
hukum yang memasyarakat, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Sumber dari hukum tersebut wewenang dan berwibawa.
2. Hukum itu jelas dan sah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan
terhadap hukum.
4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum
yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola
perilakunya.
5. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa para warga
masyarakat.
6. Saksi-saksi yang positif maupun negatif dapat di pergunakan untuk
menunjang pelaksanaan hukum.
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-
aturan hukum.8
Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam
pengadilan sosial, sehingga di harapkan hukum atau peraturan tersebut
dapat pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan
tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam
masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai
sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi  yang harus
mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipahami sebagai alat untuk
mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut :
1. Hukum merupakan aturan-aturan umun yang tetap.
2. Hukum tersebut harus jelas diketahui hukum tersebut.
8 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali, h. 180
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3. Hindari penerapan aturan yang bersifat retoaktif.
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umun
5. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan
hukum tersebut.9
Sebelum pengadilan negeri makassar memutuskan beberapa hal yang
berhubungan dengan perkara yang saya analisis, terlebih dahulu melihat
pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya telah ada,
sebagaimana dalam hukum Islam tidak terlalu rancu karena dalam kasus ini
termasuk zina ghoiru muhson. Tapi Pengadilan Negeri dalam  memutuskan
perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman
khusus dalam memutuskan hukum pidana atau perdata dalam lingkup Pengadilan
Negeri Makassar.10
Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam
Bab I dan Bab II bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku
perkosaan sudah pantas diberikan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telak
merusak masa depan seorang gadis, meresahkan masyarakat dan perbuatan
amoral.
Dari latar belakang diatas, kemudian jaksa satu tuntutan terhadap terdakwa
yang terdiri dari tuntutan pasal 285 yang berisi tindakan dengan kekerasan
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
9Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, h. 183
10BapakParlas Nababab, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara,PN
Makassar, 17 september 2013.
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pernikahan.Maka jaksa menuntut hukuman dua belas tahun atas terdakwa dan
ganti rugi administrasi sebesar Rp. 1.000 berdasarkan pada kasus diatas.
Pada kasus diatas secara gamblang tentang kronologis kejadian perkara,
berbagai keterangan saksi yang dinilai memberatkan terdakwa dan telah
dibenarkan oleh terdakwa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang khususnya didaerah Barombong. Dari berbagai sumber ini kemudian
hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal 285 KUHP terhadap
kasus perkosaan dan kemudian menjalankanhukuman dengan pidana penjara
enam tahun kepada terdakwa dan denda sebanyak Rp. 1.000,-.
Maka dari keterangan-keterangan diatas dan sumber-sumber yang lain
yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkosaan, penulis
menilai bahwa keputusan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hakim
memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama enam tahun penjara kepada
terdakwa. Yang menjadi pertimbangan penulis adalah :
1. Putusan pengadilan negeri makassar yang dijatuhkan kepada terdakwa
Musawir Als Awi dalam pemerkosaan, karena hubungan seksual yang
dilakukan terdakwa  Musawir Als Awi adalah atas dasar tidak suka
sama suka.
2. Terdakwa Musawir bisa terbebas dari tuntutan pengadilan negeri
makassar karena tidak terbukti adanya perkosaan.
3. Dalam kasus tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri Makassar,
tidak akan terjadi apabila, tidak ada saksi yang melaporkan ke
penegak hukum.
Hakim dalam menjatuhkan hukuman selama enam tahun penjara kepada
terdakwa.Keputusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Yang menjadi pertimbangannyaadalah :
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a. Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim diluar nikah.
b. Terdakwa sudah melakukan kekerasan pada organ rahim dan kelamin
pada seorang gadis
c. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang wanita
d. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
e. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral.
pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap
anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan,
bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang
terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan
memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga
anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting,
kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung





Dari keseluruhan uraian mengenai “Penerapan Sanksi Pidana terhadap
Tindak Pidana Pemerkosaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur di
Pengadilan Negeri Makassar (Putusan Perkara No.387/Pid.B./2009/PN
Makassar”. Sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV
penulisan hukum ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan
beberapa kesimpulan dan implikasi penelitian dari penulis yaitu sebagai berikut.
Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab- bab
terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Tindak pidana perkosaan diera perkembangan ini sudah meningkat
dan tambah memprihatinkan, baik itu dari kejahatan tingkat rendah
maupun kejahatan yang tingkat tinggi, kejahatan yang dilakukan semakin
hari semakin menimbulkan kecemasaan dan sudah melampaui batas-batas
kewajaran. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama sehingga
melakukan tindak pidana perkosaan yaitu :
a. Faktor keluarga
b. Faktor Lingkungan
c. Faktor seringnya menonton film VCD porno
Dari  faktor-faktor diatas, faktor yang paling dominan sehingga terdorong
untuk melakukan tindak pidana perkosaan secara paksaan yaitu
dipengaruhi olehlingkungan dan faktor pergaulan, karna dari faktor inilah
sehingga terdorong melakukan kejahatan-kejahatan yang melampau batas
dan kurangnya pengawasan dari orang tua  masing-masing. Dari hasil
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penelitian yang dilakukan di Pengadian Negeri Makassar, penulis
berkesimpulan bahwa aparat penegak hukum telah sesuai dengan
ketentuan pemidaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi
berupa pidana penjara yang lebih ringan dari hukuman orang dewasa.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah selain
mempertimbangkan surat dakwaan, alat bukti dan barang bukti yang
diajukan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi
terdakwa, hakim juga mempertimbangkan laporan dan saran Bapas
Makassar, hal ini bertujuan agar hakim mengetahui keadaan sebenarnya
terdakwa sehingga tepat dalam menjatuhkan putusan. Dari hasil penelitian
yang di dapatkan oleh penulis dalam putusan perkara no. 387/Pid.
B/2009/PN Makassar dimana seorang hakim bukan hanya sekedar
berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan hal itu
secara resmi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi teoritis penelitian ini adalah agar perlindungan hukum terhadap
saksi dalam hal ini adalah saksi korban, harus diperjuangkan dengan menghormati
hak-hak korban selama proses pemeriksaan. Dalam memperlakukan korban,
aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan kondisi fisik dan psikologis
korban. Sedangkan implikasi praktisnya adalah agar hasil penelitian ini dapat
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